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KEPUTUSAN MENTERI KESEHAT AN REPUBLlK INDONESIA 
NOMOR: 1753/MENKES/SK/XIU2010 

TENTANG 

PEMBERIAN KUASA AT AS NAMA MENTERI KESEHAT AN SELAKU 
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG UNTUK MEN AND AT ANGANI 

SURAT KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2011 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIKINDONESIA 

bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) Tahun Anggaran 2011 perlu menetapkan pejabat yang diberi 
kuasa atas nama Menteri Kesehatan selaku pengguna anggaranlpengguna 
barang dengan Keputusan Menteri Kesehatan; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4355); 

3. Unclang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5167); 



Menetapkan 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran Kernenterian Negara/Lembaga 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Peme1intah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4614) ; 

8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan 
.Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4214), sebagaimana 
telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 
Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4418); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VTII/201 0 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 591PMK.06/2005 ten tang 
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah; 

11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang 
Pcdoman Pcmbayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara dan peraturan pelaksanaannya; 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN 
KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU 
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG UNTUK 
MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DALAM 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAi"' DAN BELANJA 
NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2011 
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Memberi Kuasa kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para 
Direktur Jenderal, Para Kepala Badan di lingkungan Kementcrian 
Kesehatan untuk menandatangani Surat Keputusan atas nama Menteri 
Kesehatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang untuk 
menandatangani Surat Keputusan dalam pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011 di unit 
kerja masing-masing. 

Pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud Diktum Kedua : 
a. menyampaikan spesimen tanda tangannya kepada Kepala Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan clan Kepala Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat. 

b. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaTa (APBN) kepada Menteri 
Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan. 

Keputusan irri berlaku untuk Talmn Anggaran 20 11 . 
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Keputusan ini disampaikan kepada : ~--· _...-: 
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta 
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta 
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakmta 
4. Sekretaris Jenderal Kementerian K.esehatan di Jakarta 
5. Para Direktur Jenderai/Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan 
6. Direktur Jenderal Perbcndaharaan Kementerim1 Keuangan di Jakmta 
7. Para Kepala Biro/K.epala Pusat di lingkungan K.ementerian Kesehatan 
8. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat 
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat 


